
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tabun 1999 Nomor 140. 
Tambaban Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3874) sebagairnana t.elab diubah dengan Undang-Undang 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin pelaksanaan pengadaan 
barang/jasa agar lebih terintegrasi sesuai dengan 
tujuan, kebijakan, prinsip dan etika pengadaan barang 
jasa pemerintah, serta meningkatkan efek:tifitas dan 
efisienai dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
Pemerintab Daerah, maka perlu adanya lembaga 
pengadaan barang/jasa; 

b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Jepara 
Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja 
Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara, yang 
menempatkan fungsi pengadaan barang/jasa di Bagian 
Pcmbangunan dan pcngadaan barang/jasa, maka porlu 
diatur kejelasan mekanisrne kerja unit kerja pengadaan 
barang/jasa; 

c. babwa berdasarkan pertimbangan -sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b , rnaka perlu 
menctapkan Peratura.n Bupati tentang Unit Kerja 
Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kabupaten Jepara; 

l. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembenrukan Daerah-daerah kabupaten di Lingkungan 
Prcpinsi Jawa Tengab; 

Mengingat 

BlJPA'l'l ,JEPARA, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

UNIT KERJA PE:NOADAAN BARANO/JASA KABUPATEN JEPARA 

PROV!NSI JAWA TENGAH 

PERATURAN BUPATr JE:PARA 
NOMOR 17 TAHUN 2019 

BOPATIJEPARA 



5.Undang-Unda.ng Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemermtahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lernbaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
tclah bcbcrapa kali diubah tcrakhir dengan Undang 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lemba..ra..n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Peme:rintah Nomor 29 Tahun 2000 ten tang 
Penyelenggaraa..n Jasa f<onstruksi [Lernbaran Negara. 
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraruran Pemerintah Nomor 29 
Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi 
(Lembara..n Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
Nomor 245. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5748); 

7.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tenta..ng 
Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lemba..ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65. 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 
3957); 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Alas Undang 
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberant:asan 
Tindak Pidana Korupsi (Le:mbaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 134, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4150); 

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi 
clan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 tenta.ng Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2008 tentang lnformasi clan Transaksi Elektronik 
[Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 251, Tarnbahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5952); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor I 16, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5256); 



BAB II 
STUKTUR OR(iANISASl 

Bagian Kesaru 

Kedudukan. Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi 

Dalam Peraturan Bupatl lni yang dimaksud dengan: 
I. Daerah adalah Daerah Kabupaten Jepara. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kahupaten Jepara. 
3. Bupatl adalah Bupati Jepara. 
-+. Sekretans Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaien Jepara. 
5. Bagian adalah Baglan Pembangunan dan Pengadaan barang/jasa 

Sekretariat Daerah Kabupaten Jepara. 
6. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa dtlingkungan Pemerintah Daerab 

yang selanjurnya rlisingkar IJl(PB.I adalah 11ni1 kl'rjA p•ulA 
Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan pengadaan 
barang/ jasa. 

7. Kelompok Kerja Pemiliban yang selanjumya disebut Pokja Pemilihan 
adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpman UKPBJ 
Pemermtah Daerah untuk rnengelola pemillhan penyedia. 

8. Penyedia barang/jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan 
yang kegiacan usahanya menyediakan bara.ng/layananjasa. 

9 Pejaba.t pembuat kornitmen, selanjutnya disebut PPK a.dalah pejabat 
yAng nf;mgkat oleh Penggnna Anggsi.n=m/1<11asa Pengguna Anggaran 
sebagai pemilik pekerjaan yang bertanggungjawab atas pelaksanaan 
pengadaan barang/jasa. 

10. Layanan Pengada.an Secara Elektronik adalah la.ya.nan pengelolaan 
teknologi informasi uniuk rnemfasilitasi pelaksanaan Pengadaan 
Barang/Jasa secara elektronik, 

Pasal I 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANO UNIT KERJA 
PENGADAAN BARANO/JASA KABUPATEN JEPARA. 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN 

8.Peracuran Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tencang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 331; 

9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 
Tentang Pembencukan Unit Jerja Pengadaan 
Barang/Jasa di Lingkungan Pemerirnah Daerah Provinsi 
dan Kabupaieu/Kota; 



(21 Kepala UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruI a. dalam 
melaksanakan tugasnva berpedoman pada ketenwan peraruran 
perundangan yang berlaku 

(11 Susunan organisasi UKPBJ terdin dari : 
a. KepaJa; 
b. Pelaksana Kelompok Fungsi UKPBJ; 
c. Kelompok Jabatan Fungsional; 
d. Pokja pemilihan; dan 
e LPSE 

Pasal 5 

Bagian Kedua 
Susunan Organisasi 

Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud dalam Pasal 3. 
UKPBJ mernpunyai rungsi: 

a. pengelolaan pengadaan barang/jasa; 
b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektrooik; 
c. pernbinaan dan advokas! pengadaan baraog/jasa; dan 
d. pelaksanaan tugas lam yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan 

dengan tugas dan Iungsinya 

Pasal 4 

UKPBJ mernpunyai tugas menyelenggarakan pengadaan barang/jasa di 
lingkungan Pemerintah Kabupaten Jepara. 

Pasal 3 

(4) Model Kop Surat clan Stempel sebagairnana dimaksud pada ayat (3) 
sebagaimana tercanturn dalarn Lampiran l yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraruran Bupati ini. 

(I) UKPBJ berkedudukan sebagai pelaksana pengadaan barang/jasa 
dilJngkungan Pemerintah Kabupaten Jepara yang merupakan lembaga 
strukrural di Bagian Pembangunan dan Penga Barangj'.Jasa pada Sub 
Bagian Pengadaan Barang/Jasa. 

(21 UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dipimpin oleh seorang 
Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupad 
dan dijabat oleh Kepala Sub Bagian Pengadaan Barang/Jasa 

(3) UKPBJ rnenggunakan Kop surai dan Stempel tersendiri daJam proses 
administrasi Pengadaan Barang/Jasa. 

Pasal 2 



(3) Kelompok fungsi Layanan Pengadaan Secara Elektronil< dikoordinir 
berdasarkan surat tugas dari Kepala UKPBJ kepada LPSE Dinl<ominfo 
rnelaksanakan: 
a. pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa 

(termasuk akun pengguna sistem pengadaan secara elektronik) dan 
infrastruktumya; 

b. pelayanan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik; 
c. fasilitasi pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh 

<isrern informasi pengadaan barang/jasa; 
d. identifikasi kebutuhan pengembangan sistem informasi; 
e. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleb UKPBJ; 
f. pelayanan infonnasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepacla 

masyarakat luas; 
g. pengelo_taan mformasi kontrak; dan 
h. mengelola informasi manajemen barang/jasa basil pengadaan. 

(4) Kelompok fungsi Pembinaan dan Advokas:i dikoord.inir berdasarkan 
surar rugas dan Kepala UKPBJ melaksanakan: 

(2) Kelompok fungsi Pengadaaa Barang/Jasa akan dikoordinir 
berdasarkan surat tugas darl Kepala UKPBJ untuk melaksanakan: 
a. lnvetarisisasi paket pengadaan barang/jasa; 
b. Pelaksanaan riser dan analisis pasar barang/jasa; 
c. Penyusunan strategi pengadaan barang/Jasa; 
d. Penyiapan dan pengelolaan dokumen pemllihan beserta dokumen 

pendukung lainnya dan inforrnasi yang dibutuhkan: 
e. Pelaksanaan pemillhan penyedia barang/jasa; 
f Penyusunan dan pengelolaan katalng elekrronik loc"«l/!lf'ktoral· 
g. Membantu perencanaan dan pengeolaan kontrak pengadaan 

barang/jasa pernerintah; dan 
h.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa 

pemerintah, 

(1) Kepala UKPBJ mempunyai wewenang: 
a. membentuk dan membubarkan Pokja Pemilihan; dan 
b. menetapkan, menempatkan, memi:ndahkan anggota Pokja 

Pemilihan. 

BABW 
RlNCIAN TUGAS DAN W8WENANG 

(4J Bagan organisasi UKPBJ sebagairnana dimaksud pada ayat (lJ 
tercantum dalam Lampiran 11 yang merupakan bagian ticlak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

(3J Pelaksaoa Kelompok Fungsi UKPBJ sebagaimana dunaksud pada ayar 
Ill huruf b, rerdiri dari Iungsi Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa, 
fungsi Layanan Pengadaan Seca.ra Elektronik dan Fungsi Pembinaan 
dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa. 

Pasal 6 



(I) UKPBJ menyusun dan menerapkan kode etik di lingkungan 
Pernerintah Daerah. 

(2) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi ketentuan 
tentang kewajiban, larangan, pembentukan majelis pertimbangan kode 
etik, dan proscdur pencgakan kcde etik; 

(3) Personil pada majelis pertimbangan kode etik berjurolah ganjil yang 
terdiri dari unsur inspektorat daerah, unsur kepegawaian dan unsur 
Bagian hukum, 

(4) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis 
pernmbangan kode etik yang berkedudukan di Inspektorar daerah. 

(5) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur mspektorat 
daerah 

(6) Kode etik UKPBJ di arur lebih lanju; dengan Perawran Bupati 
tersendm, 

Pasal 8 

BABV 
KODE ETrK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSE:DUR 

UKPW menyusun dan menyampalkan laporan periodik seluruh kegiatan 
pengadaan barang/jasa kepada Bupatl, pimpinan perangkat daerah, dan 
instansi pemerintah yang berwenang melakukan pembinaan di bidang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 

BABIV 
PELAPORAN 

a pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang!Jasa pemerintah. 
terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personil 
UKPBJ; 

b. pengelolaan ma.najemen pengetahuan pengada.a.n barang/Jasa; 
c. pembinaan hubuogan dengan para pemangku kepentingan; 
d. pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ; 
e. pelaksanaan analisis beban kerja UKPBJ; 
r. pengelolaan personil UKPBJ; 
g pengernhangsn Ril\Jl'm insenri]' pPn,nnil U KPB.J; 
h. fasilitasi implementasi standarisasi layanan pcngadaan secara 

elektronik; 
i. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa 

pemerintah; 
J. bimbingan teknis. pendampingan. dan/arau konsultasi proses 

pengadaan barang/jasa pemerintah di lingkungan pemerintah 
provinsi, kabupaten/kota, dan desa; 

k. bimbingan teknis. peudampingan, dan/arau konsultasi penggunaan 
!':Phtn1h sisrem inforrnasi pengadaan barnng/jaAA pernerintah, 
antara lain SfRUP, SPSE, ekatalog, e-monev, SfKaP; dan 

1. layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi. 

Pasal 7 



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JEPARA, 

Diundangkan di Jepara 
Pada tanggal 9 April 2019 

UQI A 

Ditetapkan di Jepara 
Pada tanggal 9 April 2019 

Peraruran Bupati ini mulai berlak:u pada Laoggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundaogan 
Peraruran Bupati ini dengan penempatannya dalam Serita Dae-rah 
Kabupaten Jepara. 

Pasal 12 

BABVI 
KETENTUANPENUTlJP 

Untuk mendukung kmerja UKPBJ dan unsur-unsur yang ada didalamnya 
diberikan honorarium yang besarannya ditetapkan dalam Peraturan 
Bupati, 

Pasal 11 

Dengan ditetapkannya Peraturan Bupati ini, maka pelaksanaan Proses 
pelelangan wajib dilakukan oleh Pokja PemiJibao berdasarkan surat tugas 
kepala UKPBJ. 

Pasal 10 

[1 J Untuk meningkatkan transparansi, akunt.abiliras clan rnengurangi 
terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ. maka 
wajib di susun standar operasional prosedur pelaksaoaao tugas dan 
fungsi di lingkungan UKPBJ. 

(2) St.andar operasiooal prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
clisusuo sesuai dengan kebutuhao UKPBJ. 

Pl Srandflr opPr'l!lfonAl prosedur direrapkan nlf'h 8Pkrf'tari!' niif'rnh 

Pasa19 

,-...Ql,l.!:P:!:A~Tl EPARA, 



BENTUK STEMPEL 

JL. KARTlNl NO. l JEPARA 

PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA 

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA 

KOP SURAT 

LAMPTRAN I PERATURA.N BUPATI JEPARA 
Nomor : 17 Tahun 2019 
Tanggal : 9 Apri1 2019 

·. 



, 

LPSE POKJA PEMILIHAN 

I 

KEPAIA Ul<PBJ 
(KASUBAG PENGAOAAN 

BARANG/JASA) 

JABATAN FUNGSIONAL 
PENGELOIA PBJ 

I I ,I 

KOORDINATOR KOOROINATOR FUNGSI l(OOROINATOR 

FUNGSI PENGELOIAAN PENGAOAAN LAYANP.N lPSE PEMBINAAN DAN ADVOKASI PENGADAAN 

BARANG/JASA 
BARANG/JASA 

' I I " I 
I 
I I 

I ' I 

BAOAN SUSUNAN OROANlSASl 
UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA (UKPBJ) 

l<ABUPATEN JEPARA 

-----··---------- 

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI JEPARA 
Nomor : L 7 Tahun 2019 
Tanggal : 9 April 2019 


